PRAKTEK UPAH MENGUPAH BASIANG PADI DENGAN SISTEM INDAK
DILAPESI DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH

Vioni Afya Ningsihl, Yustiloviani?
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: vioniafya l@gmail.com
2 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: yustiloviani@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: This study examines the review of muamalah figh on the practice of paying basiang padi with the
indak dilpaesi systen in Jorong Balimbing. The purpose of this study was to identify and explain the
practice of paying basiang padi with an uncoated system, as well as to explain a review of muamalah
figh on the practice of paying basiang padi with an uncoated system in Jorong Balimbing, Nagari
Balimbing. The research method used is a qualitative research method by conducting field research with
observation and interview data collection techniques. The research finding is that the wage practice of
paying basiang padi with the indak dilapesi system in Jorong Balimbing is done by paying part of the
agreed wage, which is given wages to cultivators as much as 4 liters of rice while wages should be paid
G liters of rice. Based on the principle of fairness, wages for basiang padi with the indak dilapesi
system are not in accordance with the pillars and conditions of wages. There is an element of injustice
in delaying the payment of wages and reducing the payment of wages to the detriment of one party, this
zs not allowed in muamalab figh.
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PENDAHULUAN

Upah atau imbalan dalam bahasa Arab disebut juga ijarah. Karena itu lafal ijarah

mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda
atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas (Karim,2005,
p- 29). Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja (Wahyudi, 2021). Dari uraian di atas dapat
disimpulkan bahwa upah adalah imbalan atas tenaga kerja yang dikeluarkan oleh pekerja
yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan
dalam bentuk uang (Nabhani, 2009: 83).

Dalam Islam, upah dibahas pada bab ijarah, yaitu sewa menyewa. Jjarah yang
didalamnya terdapat ajir yang menyewakan (buruh) dan musta'jir yang menyewa
(pengusaha). Sehingga konsep ijarah sama dengan konsep upah secara umum. Secara
implisit, penjelasan tentang upah tidak begitu banyak dijumpai dalam Al Qur'an dan
Hadits, atau bahkan Figh. Namun ada beberapa hadits yang menekankan nilai-nilai sosial
bidang pengupahan yaitu ( HR. Bukhari 2379 & Muslim 3986 ) :
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Artinya: Dari Abdullah bin Umar, “Rasulullah saw bersabda:”Berikanlah upah (sewa) kepada
pekerja sebelum kering keringatnya”(HR Ibnu Majah dan at-Thabrani) .(Mardani,2011:193)

Tujuan ijarah adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan
hidup, seseorang mempunyai uang tetapi dia tidak dapat bekerja, di pihak lain ada yang
mampu bekerja dan membutuhkan uang (Putri, 2020), (Wahyudi, 2021). Dengan adanya
ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan. Dengan transaksi ijarah kedua belah
pihak dapat memperoleh manfaat. (Muslich, 2015: 217)

Sistem upah mengupah basiang padi di Jorong Balimbing ada dua. Pertama, sistem
malapesi, maksudnya adalah buruh tani yang melakukan pekerjaan basiang padi
diberikan upah penuh dari pekerjaan yang dilakukan, karena buruh tani tersebut tidak
diikat untuk pekerjaan selanjutnya. Kedua, sistem indak dilapesi, maksudnya adalah
buruh tani yang diminta oleh si pemilik sawah untuk melakukan pekerjaan basiang padi
diberikan upah sebagian dari jumlah upah yang seharusnya didapatkan oleh buruh tani
tersebut, karena buruh tani tersebut diikat untuk pekerjaan selanjutnya oleh si pemilik
sawah yaitu pada pekerjaan manampi padi sewaktu akan panen. Tetapi buruh tani yang
indak dilapesi belum tentu bisa bekerja sewaktu panen, soalnya belum ada jaminan pasti
si buruh tani yang indak di lapesi untuk bisa bekerja manampi padi sewaktu panen dan
juga belum ada waktu pasti kapan panen tersebut dilakukan. Biasanya jarak waktu antara
basiang padi dengan manampi padi sekitaran 2 bulan atau 60 hari, tetapi tidak bias
dipastikan kapan hari pastinya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah field research (penelitian
lapangan) yang penulis lakukan di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing, Kecamatan
Rambatan, Kabupaten Tanah Datar yang mana penulis mengkaji berdasarkan menurut
Figih Muamalah. Karena tujuannya adalah untuk menjelaskan tinjauan figih muamalah
terhadap praktek upah mengupah basiang padi dengan sistem Indak dilapesi di Jorong
Balimbing Nagari Balimbing. Peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan deksriptif
kualitatif, data yang dihasilkan yaitu data dalam bentuk lisan dari orang- orang atau
pelaku yang berkaitan dengan penelitian ini (Putri, 2021). Latar penelitian yang penulis
lakukan untuk penelitian ini yaitunya bertempat di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing
Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data
mencakup data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan melalui wawancara
langsung kepada pemilik sawah dan penggarap yang melakukan praktek basiang padi
dengan menggunakan sistem Indak dilapesi. Yang penulis wawancarai terhadap 4 orang
pemilik sawah yaitu ibu Malini, ibu Mailis, ibu Nurhayati dan Hj En, 10 orang penggarap
yaitu Ibu Syamsuniar,Ismawati, Kartina, Aminar, Nurhasnah, Nursanah, Jasmaniar, Erita,
Amanah, Saniarti.

2. Sumber Data Sekunder
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Sumber data Sekunder yaitu sumber data kedua yang diperoleh, seperti data
mengenai daerah Jorong Balimbing Nagari Balimbing yang terdiri dari : Luas daerah
Jorong Balimbing Nagari Balimbing, jumlah petani yang ada di Jorong Balimbing, luas
lahan yang dijadikan sebagai lahan pertanian, luas tanah yang dijadikan sawah atau
ladang. Selanjutnya sumber data dari ulama atau tokoh masyarakat Jorong Balimbing.

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data pada yang
dilakukan dengan:
1. Observasi

Dalam tahap observasi ini, peneliti menggunakan bentuk observasi tidak terlibat
(non participant observation), yang dimaksud dengan observasi tidak terlibat ini bahwa
peneliti tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diamati. Caranya peneliti datang ke
lokasi penelitian, mengamati kegiatan yang dilakukan, setelah itu peneliti mengumpulkan
data menggunakan alat tulis seperti buku, pena. Alat-alat ini digunakan untuk mencatat
dan mendokumentasikan objek yang diamati. Kegiatan observasi ini peneliti lakukan
dengan melihat langsung dilokasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara semi terstruktur, dimana dalam
pelaksanaannya wawancara ini dilaksanakan lebih bebas bila dibandingkan dengan
wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan
permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancara akan diminta
pendapatnya, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu
mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan. Dalam
wawancara ini peneliti menanyakan mengenai praktek pelaksanaan basiang padi yang
terjadi di Jorong Balimbing.

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari
berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi
sumber, teknik dan waktu. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah
diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah cara mengecek data kepada
sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara
melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang
berbeda.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, yang mana peneliti
mengkroscek data dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan yang sama kepada
sumber yang berbeda-beda. Setelah ditanyakan kepada beberapa sumber ternyata
informasi yang diperoleh sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Upah Mengupah Basiang Padi Dengan Sistem Tidak Dilapesi

Berdasarkan hasil wawancara penulis, sebagian masyarakat petani yang ada di
Jorong Balimbing mengatakan tidak semua masyarakat Balimbing memiliki lahan untuk
digarap dan tidak semua masyarakat yang memiliki lahan pertanian dapat menggarap
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lahannya sendiri. Masyarakat yang tidak memiliki lahan biasanya bekerja sebagai
penggarap di sawah orang lain, misalnya basiang padi dan manampi padi. (Malini
sebagai pemilik sawah, Wawancara 10 Maret 2021)

Upah basiang padi di Jorong Balimbing sebanyak 6 liter beras/hari. Pekerjaan
basiang padi di Jorong Balimbing Nagari Balimbing memakai sistem malapesi dan indak
dilapesi yang mana sebagian dari pekerja diberikan upah penuh oleh pemilik sawah yaitu
6 liter beras dan sebagiannya lagi diberikan upah tidak penuh yaitu 4 liter beras guna
mengikat sebagian dari para pekerja untuk bekerja manampi padi ketika sudah panen di
sawah tersebut, dengan jumlah kerja yang sama banyak. Perbedaan pemberian upah ini
disepakati pada saat sudah selesai melakukan basiang padi. (Syamsuniar sebagai buruh
tani, Wawancara 10 Maret 2021)

Pemberian upah dengan sistem indak dilapesi di Balimbing adalah tidak adanya
kejelasan, yang mana pekerja yang indak dilapesi diberikan upah dari pekerjaan manampi
padi saja ketika saat panen, sedangkan kekurangan upah yang ia terima ketika basiang
padi belum sepenuhnya diberikan oleh pemilik sawah. Seharusnya mereka menerima
upah manampi padi ditambah dengan upah basiang padi yang masih belum sepenuhnya
didapatkan oleh pekerja yang indak dilapesi yaitu sebanyak 2 liter beras ditambahl10
gantang padi. (Ismawati sebagai buruh tani, Wawancara 10 Maret 2021)

Pemberian upah dengan sistem indak dilapesi di Balimbing adalah tidak adanya
kejelasan, yang mana pekerja yang indak dilapesi diberikan upah dari pekerjaan manampi
padi saja ketika saat panen, sedangkan kekurangan upah yang ia terima ketika basiang
padi belum sepenuhnya diberikan oleh pemilik sawah. Seharusnya mereka menerima
upah manampi padi ditambah dengan upah basiang padi yang masih belum sepenuhnya
didapatkan oleh pekerja yang indak dilapesi yaitu sebanyak 2 liter beras ditambah10
gantang padi. (Ismawati sebagai buruh tani, Wawancara 10 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan SY, IS, KA, AR mengenai pemberian upah
mengupah basiang padi dijelaskan bahwa keterlambatan serta kekurangan upah
mengupah basiang padi yang diberikan kepada pekerja yang indak dilapesi di Jorong
Balimbing Nagari Balimbing. Dimana pekerja yang indak dilapesi diberikan upah tidak
sepenuhnya ketika basiang padi, dan pekerja tersebut diikat untuk p ekerjaan selanjutnya
pada saat panen yaitu manampi padi. Ketika panen upah yang diterima hanya upah kerja
manampi padi saja. Seharusnya pekerja yang indak dilapesi tersebut mendapatkan upah
manampi padi ditambah dengan upah basiang padi yang belum sepenuhnya didapatkan.
Upah yang diterima oleh pekerja manampi padi sama besarnya dengan upah yang
diterima oleh pekerja yang indak dilapesi. (Ismawati sebagai buruh tani, Wawancara 10
Maret 2021).

Praktek upah mengupah dengan sistem indak dilapesi ini belum ada jaminan pasti
jika petani/penggarap ikut serta ketika manampi padi, ada kalanya petani/penggarap
sakit atau ada pekerjaan lain yang mendesak sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan
manampi padi sebagaimana yang sudah disepakati sebelumnya. Selanjutnya mengenai
upah pekerja indak dilapesi yang berhalangan hadir untuk melakukan pekerjaan
manampi padi sewaktu panen, pemilik sawah tidak memberikan kekurangan upah
basiang padi kepada pekerja yang indak dilapesi. (Mailis sebagai pemilik sawah,
Wawancara 30 Juni 2021).
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Tinjauan figih muamalah terhadap praktek upah mengupah basiang padi dengan
sistem tidak dilapesi di Jorong Balimbing Nagari Balimbing

Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah dengan syarat
tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara’ yang sudah ditetapkan, yaitu tidak boleh
merugikan diri sendiri dan orang lain serta tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam
prinsip dan asas dalam muamalah manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat
menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu :
S e AW JN Gaa by W b Jal

“ Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang
mengharamkannya”

Berdasarkan kaidah tersebut dijelaskan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada
manusia dalam melakukan muamalah untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan
mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam
syara’, yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain serta tidak
boleh menimbulkan kemudharatan. Hukum syariat bisa ditetapkan dengan mengacu
kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan syara’, yaitu
dalam upah mengupah tidak diperbolehkan adanya unsur gharar mengenai upahnya
serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan mengenai pemberian
upahnya tidak boleh ditangguhkan, sebaiknya upah dibayarkan setelah pekerjaann selesai
dikerjakan.

Jika ditinjau dari figih muamalah maka sistem pengupahan basiang padi yang terjadi
di Jorong Balimbing jelas dilarang karena termasuk unsur gharar, yang mana dalam
pengupahan ini tidak ada kejelasan tentang penundaan pemberian upah basiang padi
yang diberikan kepada bekerja, serta adanya unsur kezhaliman didalamnya karena
ketidak adilan penerimaan upah yang diterima oleh pekerja yang tidak dilapesi dengan
pekerja lainnya. Praktek yang terjadi di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan
Rambatan Kabupaten Tanah Datar, dimana upah basiang padi diberikan kepada pekerja
yang indak dilapesi sebagian terlebih dahulu, agar pekerja tersebut terikat oleh pekerjaan
selanjutnya dari pemilik sawah yaitu pekerjaan manampi padi di waktu panen. Pada
waktu manampi padi pekerja hanya diberikan upah untuk kerjanya di hari itu saja,
sedangkan kekurangan upah yang didapatkan ketika basiang padi tidak diberikan oleh
pemilik sawah. Pekerja yang indak dilapesi menerima upah basiang padi sebanyak 4 liter
beras dari yang seharusnya diterima yaitu 6 liter beras. Ketika manampi padi di waktu
panen, pekerja yang indak dilapesi mendapatkan upah sebanyak 10 gantang padi, yang
mana jumlah tersebut sudah menjadi standar upah kerja manampi padi di Jorong
Balimbing. Seharusnya pekerja yang indak dilapesi menerima upah manampi padi
sebanyak 10 gantang padi ditambah 2 liter beras (kekurangan upah basiang padi).

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-nisa ayat 29 yang berbunyi: L
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“Hai orang-oranng yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah
adalah maha penyayanng kepadamu”
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Ayat ini menjelaskan tentang larangan memakan harta sesama umat manusia secara
bathil. Maksudnya adalah janganlah memakan harta orang lain dengan jalan yang
diharamkan, melalui jalan yang tidak di ridhoi oleh Allah SWT. Kaitannya dengan upah
mengupah basiang padi adalah sebagai pemilik sawah berikanlah upah yang seharusnya
kepada pekerja yang dipekerjakan. Maka sudah jelas Q.S An-nisa ayat 29 ini telah
melarang untuk melakukan perbuatan zhalim, karena dalam pemberian upah mengupah
basiang padi di Jorong Balimbing secara tidak langsung juga sudah dipastikan telah
memakan harta sesama manusia secara bathil, dan yang terjadi dalam upah mengupah
basiang padi di Jorong Balimbing Nagari Balimbing adalah kekurangan upah yang
diberikan oleh pemilik sawah kepada pekerja sehingga merugikan pihak pekerja/buruh
tani dan termasuk ke dalam perbuatan zhalim.

Dalam QS An-Nisa’ ayat 29 dapat kita pahami bahwa sebagai sesama umat manusia
terutama kepada orang muslim dilarang memakan harta mereka dengan jalan yang bathil,
dimana salah satu pihak merasa terpaksa menerima apa yang menjadi kebijakan dari
pihak lain, dan tidak adanya kerelaan dari salah satu pihak.

Disamping itu Rasulullah SAW bersabda :

A (i iy V) it (5 31 O e JaY

“Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.”
(HR. Abu Dawud dan Daruquthni, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahilul
Jami’ no. 7662)

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah
disepakati bersama. Dalam hal ini upah dibayarkan sebagian dan sebagiannya lagi
ditangguhkan pembayarannya, guna mengikat pekerja untuk pekerjaan selanjutnya dari
pemilik sawah. Namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan selesai
dikerjakan dengan hadist Rasulullah Saw: Dari Abdullah bin Umar ia berkata,“Rasulullah
saw bersabda: “Berikanlah upah (sewa) kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR
Ibnu Majah dan at-Thabrani). (Mardani,2011:193)

Hadist di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang
memberikan upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan
setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan menunda pembayaran karena ada
kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran
upah tersebut sama seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga
termasuk kezhaliman yang harus dihindari. Namun dalam praktek upah mengupah
basiang padi yang terjadi di Jorong Balimbing Nagari Balimbing pembayaran upah
dibayarkan sebagian dari upah keseluruhan dan sebagiannya lagi ditanggguhkan guna
mengikat pekerja untuk melakukan pekerjaan manampi padi di saat panen.

Bila dikaitkan dengan konsep muamalah praktek upah kerja basiang padi yang
dibayarkan dengan ditangguhkan dengan tujuan mengikat pekerja untuk pekerja
melakukan pekerjaan selanjutnya yaitu manampi padi dan hal ini bertentangan dengan
hadist Rasulullah Saw tentang waktu pembayaran upah. Serta pembayaran upah harus
berdasarkan keadilan, yang mana upah diterima oleh pekerja sesuai dengan pekerjaan
yang dilakukannya. Selain bertentangan dengan hadist Rasulullah dalam upah mengupah
ini juga tidak terpenuhinya rukun dan syarat yaitu upah yang diberikan tidak sesuai
dengan pekerjaan yang dilakukan, yang mana upah diberikan tidak sepenuhnya kepada
pekerja/buruh tani serta keterlambatan dalam memberikan upah sehinga mengandung
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unsur kezhaliman dan ketidak adilan, selainitu aspek mudharatnya lebih besar dirasakan
oleh pekerja/buruh tani dari pada kemaslahatannya.

KESIMPULAN

Setelah mengkaji, menganalisa, dan menelaah mengenai praktek upah mengupah
basiang padi dengan sistem indak dilapesi dijorong balimbing nagari balimbing menurut
figih muamalah, maka dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan yaitu :

Praktek upah mengupah basiang padi dengan sistem indak dilapesi di Jorong
Balimbing dilakukan dengan cara pembayaran sebagian dari upah yang sudah disepakati,
yaitu diberikan upah kepada penggarap sebanyak 4 liter beras sedangkan upah
seharusnya adalah 6 liter beras. 2 liter beras lagi akan dibayar pada waktu manampi padi,
namun pada waktu manampi padi justru upah pekerja manampi padi diberikan sama
dengan pekerja yang tidak dilapesi. Seharusnya pekerja manampi padi menerima upah 10
gantang padi dan pekerja indak dilapesi menerima upah 10 gantang padi ditambah 2 liter
beras upah basiang padi.

Berdasarkan figih muamalah upah mengupah basiang padi dengan sistem indak
dilapesi belum sesuai dengan rukun dan syarat dalam upah mengupah karena terdapat
unsur kezhaliman didalamnya, karena dalam pemberian upah mengupah basiang padi di
Jorong Balimbing secara tidak langsung juga sudah dapat dipastikan telah memakan harta
sesama manusia secara bathil karena kekurangan upah yang diberikan oleh pemilik
sawah kepada pekerja sehingga merugikan pihak pekerja/buruh tani. Dalam hal
pembayaran upah terdapat penundaan pembayaran upah, dimana hal tersebut tidak
sesuai dengan hadist.
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